BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33’
00" dan 110° 13" 00" Bujur Timur, 7° 34’ 51" dan 7° 47' 30" Lintang
Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah
barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan
berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang
subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering
yang berupa ladang dan pekarangan, serta permukaan wilayah yang
agak miring keselatan dengan batas paling utara adalah Gunung
Merapi. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau
574,82 Km” atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa
Jogjakarta 3.185,80 Km®” dengan jarak terjauh utara — selatan 32 Km,
timur — barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah
kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Berikut ini gambaran peta

wilayah Kabupaten Sleman.
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Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Sleman

T T L AR Sl —
/"*\\ PETA DESA WISATA
- ] KABUPATEN SLEMAN
/ {
gt u
" Kac Pakom
E + + + ’i»’AY" + : é:b
- L] ] &h b . ™
PROPINS ¥ [ wi A
JAWATENGAH %
A 3 15 ¢ 3K
N
8 i
g * 2
L "| | LEGENDA:
&  Dasa Wisata
- ==== Datas Katupalsn
E + § Bates Kecamatan
E 0 Jalan Lokal
— il P
— 3l Hasions
nEE
g E T
N + &
elf o
Flempd
Ny
: [
?l Ksii}f‘famb zn:y'\‘;) = ?"'_i::' o
¥ o e W ‘-J 2 Sumve Lapangar
was 3 i x“ﬂ“—z"“
BanTuL ¥ g T X
J Tim |1TM Fi hilas Seoqra®
i SHNEG K DUL Ui crsibss Gaadgah M *
HE 300 EEi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2011

Untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah,

dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah indikator makro ekonomi yang menggambarkan

kinerja perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Sleman merupakan

wilayah dengan potensi yang beraneka ragam, sehingga PDRB atas

dasar harga berlaku tahun 2010 mampu menyumbang lebih dari 30

persen PDRB propinsi DIY. Pada tahun 2011, PDRB atas dasar

harga berlaku Kabupaten Sleman mencapai 15,098 trilliyun rupiah.

Hal ini bisa dilihat :
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Gambar 3.Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di
Kabupaten Sleman Tahun 2007-2011
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2011

Berdasarkan grafik diatas yang menampilkan data distribusi
presentase PDRB bisa dilihat besarnya sumbangan masing-masing
sektor maupun sub sektor dalam pembentukan PDRB. Berdasarkan
data distribusi persentase ini, terlihat potensi Kabupaten Sleman
pada kegiatan perdagangan-hotel-restoran, jasa-jasa, industri
pengolahan dan pertanian. Namun demikian, sektor-sektor yang lain
juga berperan cukup penting dalam perekonomian Kabupaten

Sleman.

PDRB juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Sleman, yaitu dengan melihat data indeks
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berantai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011
perekonomian Kabupaten Sleman mampu tumbuh sebesar 5,10
persen. Kondisi tahun 2011 lebih baik dibanding 2010, pertumbuhan
ekonomi melambat karena pengaruh krisis global dan pengaruh
letusan gunung merapi di bulan Oktober 2010 yang cukup
mempengaruhi sektor pertanian dan perhotelan. Pada tahun 2011
kondisi ekonomi membaik setelah keterpurukan akibat krisis global

dan perbaikan pasca erupsi merapi.

. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Di Kabupaten Sleman, dinas yang diberi kewenangan untuk
mengelola pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
(Dipenda). Dipenda Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sleman serta Peraturan Bupati Sleman
Nomor 50 tahun 2011 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan
sebagai unsur pemerintah daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
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b) Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan daerah terdiri
dari:
a) Seksi Pendaftaran
b) Seksi Pendataan
¢) Seksi pengembangan dan pengendalian
4) Bidang Penetapan Pendapatan Daerah terdiri dari :
a) Seksi Analisis dan penelitian
b) Seksi Penetapan
5) Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri dari :
a) Seksi Penagihan
b) Seksi keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
6) Unit Pelaksana Teknis

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Beberapa hal yang perlu diketahui terkait Dipenda Kabupaten

Sleman antara lain :

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam
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menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud, Dinas

Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
pendapatan daerah;

2) Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah,;

3) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;

4) Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah dan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang

dan seksi adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

a) Tugas Pokok
Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas satuan organisasi.

b) Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretariat Dinas
pendapatan daerah mempunyai fungsi :
(1) Penyusunan rencana kerja sekretariat
(2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan

(3) Penyelenggaraan urusan umum dinas pendapatan daerah
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(4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas pendapatan
daerah

(5) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi di
dinas pendapatan daerah

(6) Pengkoordinasian ~ penyelenggaraan  tugas  satuan
organisasi

(7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja sekretariat

2) Bidang Pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah
a) Tugas pokok
Menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan,
pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah
b) Fungsi

(1) Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran dan
pendataan pendapatan daerah

(2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan,
pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah

(3) Penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah

(4) Penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah

(5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan

pengendalian pendapatan daerah
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(6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan
daerah.

3) Bidang Penetapan Pendapatan Daerah
a) Tugas Pokok
Menyelenggarakan analisis, penelitian dan penetapan
pendapatan daerah
b) Fungsi

(1) Penyusunan rencana kerja bidang penetapan daerah

(2) Perumusan kebijakan teknis, penelitian dan penetapan
pendapatan daerah

(3) Penyelenggaraan analisis dan penelitian pendapatan
daerah

(4) Penyelenggaraan penetapan pendapatan daerah, dan

(5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja bidang penetapan pendaatan daerah

4) Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya
a) Tugas Pokok

Menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan

keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan

pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah
lainnya.

b) Fungsi
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(1) Penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan
pendapatan daerah lainnya
(2) Perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan
daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan
dan pembebasan pendapatan daerah dan pengelolaan
pendapatan daerah lainnya.
(3) Penyelenggaraan penagihan pendapatan daerah
(4) Penyelenggaraan pelayanan keberatan, keringanan,
pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah
(5) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan
pendapatan daerah lainnya
(6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana
kerja bidang penagihan dan pendapatan daerah lainnya.
b. Visi, Misi dan Mandat Organisasi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi
atau organisasi harus dibawa agar bertahan, antisipatif dan
inovatif. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan
agar misi organisasi dapat terwujud. Dengan adanya pernyataan
misi ini, dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa
makna pada masa yang akan datang. Sesuai dengan Inpres No.7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, misi
adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah
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ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Dalam mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah

dirumuskan misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan  pembinaan, pendaftaran, pendataan,
pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah;

2) Meningkatkan kualitas analisis dan penetapan pendapatan
daerah;

3) Meningkatkan  penagihan  pendapatan  daerah  dan
pengelolaan pendapatan daerah lainnya,;

4) Penyelenggaraan pelayanan di  bidang pengelolaan

pendapatan daerah.

Secara formal, mandat organisasi Dipenda Kabupaten
Sleman tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011
tentang Organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten
Sleman serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Daerah. Mandat tersebut antara lain :

1) Tugas Pokok
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
bidang pendapatan daerah.

2) Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi
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a) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
b) Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah
c) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan
daerah
d) Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3. Ketentuan Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman
a. Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No.1002/KMK.04/1995  tentang  Pelimpahan = Wewenang
Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan
atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Pemerintah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut PBB. Di
Kabupaten Sleman kewenangan tersebut kemudian ditugaskan
kepada Dipenda sebagai koordinator pemungutan pendapatan
daerah untuk melaksanakan tugas pemungutan PBB. Tugas
Dipenda yang dilaksanakan selama ini meliputi membantu
pendataan, perencanaan target anggaran, menyampaikan SPPT
dan dokumentasi PBB lainnya, pemungutan PBB pelaporan

realisasi PBB serta pengendalian dan pengawasannya.
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Dinas pendapatan daerah memiliki tim pelaksana
pemungutan PBB yang terdiri dari tingkat kecamatan hingga
desa, tim pemungutan PBB ini merupakan tim kerjasama lintas
sektoral sehingga dengan kerjasama lintas sektoral ini diharapkan
pelaksanaan pemungutan PBB dapat berjalan efektif dan efisien.

. Pendataan Objek dan Subjek PBB

Pendataan adalah semua kegiatan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek
dan subjek PBB. Pendataan ini dilakukan oleh aparat pusat yang
ada di daerah yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP
Pratama) Sleman yang dibantu oleh Dipenda dalam
pelaksanaannya. Prosedur pendataan objek dan subjek PBB
secara nasional yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Objek
Pajak ( SISMIOP), yang dilakukan dengan cara :

1) pendaftaran objek dan subjek PBB oleh wajib pajak dengan
mengisi SPOP dan melaporkannya kepada KPP Pratama
Sleman

2) pendaftaran objek dan subjek pajak oleh KPP Pratama
Sleman

Penetapan dan Penagihan PBB

Kewenangan penetapan PBB dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman. Perhitungan

besarnya PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

67



dan dengan adanya pokok massal yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah. Pokok massal adalah jumlah ketetapan awal
tahun.

Pemberitahuan besarnya ketetapan PBB untuk masing-
masing wajib pajak dilakukan dengan penerbitan SPPT.
Distribusi SPPT tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Sleman
kepada wajib pajak melalui Dipenda Kabupaten Sleman.
Dipenda selanjutnya membagikannya kepada para camat untuk
diteruskan kepada para kepala Desa/ Kelurahan untuk dibagikan
kepada Wajib Pajak di Desa masing-masing.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
2) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3) Surat Tagihan Pajak (STP)

4) Pelaksanaan Penagihan

Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan

PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam
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STP PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo
pembayaran. Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat waktu 21
hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih
harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KP
PBB atau Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa
(SP). Setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa (SP)
diberitahukan kepada Penanggung Pajak, jumlah utang pajak
yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah lewat waktu
14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan,
apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus
dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL).

Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan
yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melaksanakan penjualan
barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang. Dalam
hal dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada

penanggung pajak dapat diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal
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jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang

waktu 21 hari sejak ST diterbitkan.

d. Pembayaran PBB

Jangka waktu pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak
diterbitkannya SPPT PBB pembayaran dilaksanakan satu kali
dan tidak ada sistem angsuran. Pembayaran yang melewati masa
jatuh tempo akan dibuatkan surat tagihan yang jumlah ketetapan
pajaknya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- ,
dan jika surat tagihan tidak ditanggapai maka petugas dari
Dipenda akan mendatangi wajib pajak (door to door).

Sesuai  dengan  keputusan ~ Menteri = Keuangan
No0.249/KMK.04/1999 tentang penunjukan Tempat pembayaran
dan Tata cara Pembayaran PBB pembayaran PBB dilakukan di
tempat-tempat yang telah ditetapkan dalam SPPT PBB. Tempat-
tempat tersebut antara lain bank, pos dan giro, atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Sistem pembayaran itu
dikenal dengan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP). Maksud
dan tujuan dari SISTEP ini adalah :

1) meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
2) menertibkan administrasi

3) mempermudah pengawasan

4) mempermudah penerapan sanksi

5) mempercepat perhitungan tunggakan
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Di Kabupaten Sleman tempat pembayaran yang ditunjuk
adalah BPD unit yang ada di tiap kecamatan. Namun mengingat
jarak yang relatif jauh dari desa-desa yang ada, maka ditunjuk
petugas pemungut di setiap desa. Petugas pemungut teresebut
mempunyai tugas untuk menyampaikan SPPT PBB dan
menerima pembayaran dan atau memungut PBB di wilayah
yang ditentukan. Hasil pemungutan kemudian disetorkan ke

bank yang telah ditetapkan.

Mekanisme pembayaran PBB di Kabupaten Sleman ini
dapat dijelaskan sebagai berikut : Direktorat Janderal Pajak
melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman menerbitkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan
Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS). SPPT merupakan surat penagihan kepada wajib
pajak mengenai jumlah besarnya ketetapan pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak, DHKP dibuat rangkap tiga yang
berfungsi sebagai alat kontrol, STTS dibuat rangkap empat
didistribusikan kepada pihak bank-bank dan Dipenda untuk
dijadikan alat bukti pembayaran dan nanti satunya akan dikirim
ke pusat. Sistem pembayarannya bersifat online sehingga wajib
pajak bisa membayar lewat bank yang telah ditunjuk oleh

Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini adalah Bank BPD.
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4. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman
Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang
pengelolaan pendapatan daerah, Dipenda Kabupaten Sleman
dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan
daerah khususnya penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) melalui tahap-tahap perumusan strategi
yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang telah

ditetapkan organisasi.

1) Langkah-langkah Dipenda Kabupaten Sleman dalam

menyusun Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
merupakan instansi yang diberi mandat untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan
pendapatan daerah. Dalam kinerjanya, Dipenda telah
menyusun langkah-langkah strategis untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Langkah-
langkah  tersebut disusun agar Dipenda mampu
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya secara
komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan mendukung

peningkatan penerimaan daerah.
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Dalam menetapkan strategi peningkatan penerimaan
PBB, Dipenda Kabupaten Sleman menyusun rencana kerja
satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) setiap tahunnya.
Renja-SKPD  tersebut disusun berdasarkan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan
analisis kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sleman dengan memperhitungkan analisis internal
dan analisis eksternal.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD) adalah perencanaan SKPD yang merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD). Renja-SKPD tersebut nantinya akan dilaporkan
secara periodik setiap bulannya melalui laporan pelaksanaan
kinerja bulanan dengan maksud dan tujuan untuk
memperoleh perkembangan pelaksanaan tugas Dipenda,
memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan, dan menemukan alternatif/
upaya pemecahan masalah yang bisa/ akan dilasanakan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam hal ini target

penerimaan PBB-P2.
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Setelah membuat Renja-SKPD, Dipenda Kabupaten
Sleman menetapkan tujuan dan sasaran sebelum akhirnya
membuat strategi kebijakan untuk mencapai sasaran
peningkatan penerimaan PBB-P2. Tujuan merupakan
penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu
keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu
dan bersifat idealistik, sedangkan sasaran adalah penjabaran
dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Dipenda
Kabupaten Sleman dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan atau bulanan serta memberikan arah dan tolak ukur
yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan yang dapat
menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan
kebijakan dalam pencapaian sasaran peningkatan penerimaan
PBB-P2 di Kabupaten Sleman. Dalam upaya pencapaian
tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Daerah menyusun
kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan. Strategi adalah langkah-langkah yang
didalamnya terdapat kebijakan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Dipenda Kabupaten Sleman
khususnya dalam hal peningkatan penerimaan PBB-P2,
sedangkan kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai
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tujuan. Kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan data wajib
pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran
dan pendataan wajib pajak.

2) Terwujudnya akuntabilitas penelitian dan penetapan
wajib pajak daerah melalui ketepatan penelitian dan
penetapan wajib pajak

3) Peningkatan pendapatan daerah dengan cara :

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
b) Meningkatkan penegakan hukum

c) Meningkatkan kompetensi aparat

d) Pemberian insentif Wajib Pajak yang taat

4) Terwujudnya pelayanan prima dibidang pengelolaan
pendapatan daerah yang meliputi:

a) Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan
pendapatan daerah

b) Menyempurnakan pengelolaan sistem informasi pajak
Sleman

c) Melakukan evaluasi secara berkala atas pengelolaan

keuangan dan sumber daya manusia.

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan

strategi dalam mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan,
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maka langkah konkrit yang akan dilaksanakan dituangkan
kedalam program dan kegiatan yang sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan, yang didalamnya
didukung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan
tetapi menuju pada suatu titik tujuan yang sama. Sedangkan
kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu
program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan

fungsi.

Hal-hal tersebut merupakan langkah-langkah yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
dalam menyusun strategi untuk meningkatkan penerimaan
daerah dalam hal ini penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman.

2) Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten
Sleman
Sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup

potensial, pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan
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beberapa upaya/strategi untuk meningkatkan penerimaan
PBB-P2. Dengan demikian, kontribusi PBB-P2 terhadap
pendapatan daerah dapat terus meningkat. Sampai saat ini
strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas
pendapatan daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan
penerimaan PBB-P2 antara lain :
a) Membentuk Tim Intensifikasi PBB
Melihat berbagai permasalahan dan kendala yang
terjadi dalam pemungutan PBB, maka sesuai dengan
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ.7/1987
Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan
Bangunan Tingkat Pusat sebagai tindak lanjut Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1007/KMK.04/1985, Surat Keputusan Bersama Direktur
Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah Nomor 30/PJ.7/1986 dan
973-562 maka perlu pembentukan Tim Intensifikasi
Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Pusat.
Tugas pokok Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Tingkat Pusat adalah sebagai berikut :
a) membantu merumuskan kebijaksanaan fungsional
Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
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Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri hal
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;

b) mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Pajak
Bumi dan Bangunan di daerah;

¢) menampung permasalahan dalam pelaksanaan Pajak
Bumi dan Bangunan di daerah;

d) memberikan bimbingan, pembinaan dan pemantapan
pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

e) mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas.

Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Tingkat Pusat bertanggung jawab secara fungsional
kepada Direktur Jenderal Pajak dan direktur Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah. Menindaklanjuti keputusan
Direktur Jenderal Pajak tersebut, Dipenda Kabupaten
Sleman juga membentuk tim intensifikasi PBB sampai ke
kecamatan yang beranggotakan staff di kecamatan untuk
memudahkan pembayaran pelunasan PBB agar lebih

efektif dalam pemungutannya.

b) Membentuk Satgas PBB di kecamatan
Kabupaten Sleman merupakan salah satu
kabupaten yang wilayahnya luas dan mempunyai

perbedaan akses yang cukup signifikan antara satu
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kecamatan dengan kecamatan yang lain karena
wilayahnya ada yg berada di lereng pegunungan Merapi.
Melihat minimnya jumlah SDM yang dimilki oleh
Dipenda Kabupaten Sleman sehingga untuk memungut
PBB dari kecamatan-kecamatan secara langsung akan
mengalami banyak kendala, sehingga Dipenda membuat
strategi dengan membentuk satgas di kecamatan untuk
memaksimalkan penerimaan PBB secara menyeluruh,
Satuan petugas kecamatan adalah petugas yang bertugas
menghimpun PBB di masing-masing kecamatan yang ada
di Kabupaten Sleman, yang biasanya terdiri dari
perwakilan tingkat desa dan kepala dusun melalui seksi
bagian pemerintahan di tiap kecamatan yang bekerja
sama secara langsung dengan Dipenda Kabupaten
Sleman. Seperti dalam kutipan wawancara dengan Staff
Bidang Pendapatan Dipenda Kabupaten Sleman Bapak S,

berikut ini :

“..untuk memaksimalkan penerimaan masyarakat
yang aksesnya jauh dari bank Dipenda membentuk
satuan petugas yang berada di kecamatan, petugas
pemungutan pajak merupakan kerjasama dari
pegawai kecamatan tersebut yang bertugas untuk
menghimpun pajak yang disetorkan dari satgas
yang bertugas di desa maupun dari kepala dusun
sehingga satu kecamatan dapat terkoordinasikan
oleh satgas dari kecamatan untuk menghimpun
PBB dari masyarakat...”(wawancara, 25 Januari
2013).

79



Dari hasil cross check wawancara yang dilakukan
peneliti, dapat diketahui bahwa pembentukan satgas PBB
di kecamatan dilakukan untuk menghimpun pajak dari
masing-masing kecamatan sebelum nantinya disetorkan
kepada Dipenda untuk dikelola. Adanya satgas
dimasyarakat tersebut diharapkan pemungutan PBB dapat
lebih efektif dan masyarakat lebih mudah aksesnya dalam

pembayaran PBB.

¢) Sosialisasi SPPT ke masyarakat lewat spanduk-
spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo.
SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
yang berfungsi untuk memberitahukan besarnya jumlah
pajak yang harus dibayaran oleh wajib pajak. Menjelang
jatuh tempo penarikan PBB yang biasanya pada bulan
November, Dipenda melakukan sosialisasi khususnya
melalui spanduk-spanduk mengenai SPPT kepada wajib
pajak yang biasanya dipasang di jalan-jalan utama seperti
perempatan denggung, perempatan monumen jogja
kembali, perempatan gejayan, serta jalan-jalan utama lain
yang ramai. Selain itu pemasangan spanduk-spanduk juga
dipasang di depan kecamatan sehingga dari pemasangan

spanduk sosialisasi SPPT tersebut diharapkan masyarakat
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d)

yang membacanya dapat mengingat menginformasikan ke
masyarakat lain.

Menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak /
Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan door to
door.

Surat Tagihan Pajak (STP) PBB adalah surat yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk
melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat
Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar
setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda
administrasi. Dasar dari penerbitan STP ini adalah ketika
Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang
sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Surat Ketetapan
Pajak (SKP) telah lewat. WP melunasi pajak yang
terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran
SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

STP disampaikan kepada WP melalui Kantor
Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor
Pos dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat desa

atau kelurahan). STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1
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(satu) bulan sejak tanggal STP diterima WP, jika belum
dilunasi maka petugas akan mengenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran.

Atas STP tidak dapat diajukan keberatan atau
pengurangan.  Wajib  pajak  dapat  mengajukan
permohonan peninjauan kembali atas STP jika ternyata
WP telah melunasi kewajiban pajaknya. Pajak yang
terutang dalam STP apabila tidak dilunasi setelah jangka
waktu yang telah ditentukan dapat ditagih dengan surat
paksa. Untuk di Kabupaten Sleman sendiri, jika setelah
jatuh tempo setelah jatuh tempo dan diterbitkan STP
wajib pajak juga belum melunasi, Dipenda akan
melakukan penagihan terutama bagi ketetapan yang
diatas Rp. 500.000,00 — Rp. 1.000.000,00 dan jika setelah
adanya surat teguran tidak ada tanggapan maka petugas
akan melakukan door to door.

Mengadakan Pekan Pembayaran PBB

Dalam rangka memaksimalkan pemasukan daerah

melalui PBB-P2, Kecamatan di Kabupaten Sleman

melalui Seksi Pemerintahan di masing-masing kecamatan
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bekerjasama dengan seluruh pemerintah desa di wilayah
kecamatan melaksanakan pekan PBB selama tiga kali
dalam satu tahun. Pekan pembayaran PBBadalah
pelaksanaan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu
satu minggu yang dilakukan di masing-masing
kecamatan sebagai salah satu pelayanan Dipenda dalam
mempermudah pemungutan PBB-P2 bagi masyarakat.
Didalam pekan pembayaran PBB ini Dipenda bekerja
sama dan berkoordinasi dengan kecamatan untuk
memungut PBB-P2 dan waktunya dapat berbeda di setiap
kecamatan. Diharapkan dengan Pekan PBB ini,
pembayaran PBB-P2 di wilayah Kabupaten Sleman dapat
mencapai target. Selain diadakan di Kecamatan, pekan
pembayaran PBB juga dilakukan melalui kepala dusun

khususnya untuk wilayah yang jauh dari bank.

3) Faktor-faktor yang Menghambat belum Tercapainya
Strategi Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Dipenda
Kabupaten Sleman.

a) Teknologi
Perkembangan teknologi yang semakin pesat akan
mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam
aktivitas suatu organisasi. Kemampuan suatu organisasi

dalam mengadaptasi perkembangan teknologi akan
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b)

semakin meningkatkan kinerja suatu organisasi tersebut.
Demikian pula halnya dengan Dipenda, sebagai aktor
utama dalam bidang pendapatan daerah, kemampuan
Dipenda dalam mengadaptasi perkembangan teknologi
mutlak diperlukan. Saat ini, berbagai bentuk tren
teknologi yang diantaranya adalah teknologi informasi
mulai dari komputerisasi hingga internet. Teknologi
komputer yang semakin berkembang ini  harus
diantisipasi oleh organisasi dalam hal ini Dipenda
Kabupaten Sleman. Peranan komputer ini antara lain
sebagai pengolah data kepegawaian, data keuangan dan
data logistik. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya
untuk melayani para wajib pajak, ketersediaan komputer
sangat dibutuhkan untuk mempermudah pencarian data-
data yang dibutuhkan sehingga akan dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara
optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana
dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun
kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB ini
tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan

prasarana pendukung tidak tersedia. Berdasarkan hasil
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wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian,
Bapak 1 dan senada dengan yang diungkapkan oleh
Bapak S, Staff Bidang Pendapatan serta pengamatan yang
dilakukan peneliti selama proses penelitian, jumlah sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh Dipenda masih dirasa
sangat kurang dalam membantu pengelolaan PBB-P2,
jumlah komputer sudah tersedia namun yang masih
sangat kurang adalah sarana mobilitas berupa kendaraan
dinas, sehingga dalam melakukan kegiatan pengelolaan
PBB-P2, pegawai Dipenda menggunakan kendaraaan
pribadi sebagai sarana mobilitas.
Sumber Daya Keuangan/ anggaran

Sumber daya keuangan yang digunakan untuk
membiayai kegiatan Dipenda diperoleh dari dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam hal ini, Dipenda menyusun rencana anggaran
sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian diajukan ke
DPRD. Rencana anggaran tersebut kemudian akan
mendapat tanggapan apakah disetujui atau tidak. Selama
ini, untuk membiayai kegiatan operasionalnya, Dipenda
mangandalkan dana dari pemerintah baik pusat maupun

daerah. Secara umum dukungan sumber daya keuangan
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terhadap pelaksanaan tugas Dipenda selama ini dapat
dikatakan cukup memadai. Namun demikian, Dipenda
tetap harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih
besar bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan
PBB.

4) Faktor-Faktor yang Mendukung tercapainya Strategi
Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman.
a) Komitmen Sumber Daya Manusia

Sebagai aktor utama di bidang pendapatan daerah,
Dipenda tentu memerlukan sumber daya manusia yang
mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Berdasarkan data yang ada, Dipenda saat ini memiliki 54
orang pegawai untuk menjalankan aktivitas pengelolaan
pendapatan daerah dengan komposisi jumlah jabatan
struktural yang ada terdiri dari : 1 orang eselon ILb, 1
orang eselon III dan 7 orang eselon IV.a. Berdasarkan
jenis kelamin pegawai di Dipenda Kabupaten Sleman:

Tabel 4. Daftar Pegawai Dipenda Kabupaten Sleman
Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria 29 orang
Wanita 25 orang
Jumlah 54 orang

Sumber : Dipenda Kabupaten Sleman, 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan

jenis kelamin, pegawai di Dinas Pendapatan Daerah
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Kabupaten Sleman dapat dikatakan seimbang dengan
perbandingan yang tidak terlalu signifikan antara jumlah

pegawai pria dan wanita.

Sedangkan  berdasarkan  golongan, pegawai
Dipenda Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada
golongan III (42 orang) dan hanya 2 orang yang berada
dalam golongan I atau hanya 2 orang, Berikut adalah data
tentang pegawai Dipenda Kabupaten Sleman berdasarkan

golongan :

Tabel 5. Daftar Pegawai Dipenda Kabupaten Sleman
Berdasarkan Golongan

Golongan | 2 orang
Golongan 11 7 orang
Golongan 111 42 orang
Golongan IV 3 orang
Jumlah 54 orang

Sumber : Dipenda Kabupaten Sleman, 2012

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, pegawai

kantor Dipenda Kabupaten Sleman dapat dilihat:

Tabel 6. Daftar Pegawai Dipenda Kabupaten Sleman
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD 1 orang
SMP 3 orang
SMA 18 orang
D3 4 orang
S-1 18 orang
S-2 10 orang

Sumber : Dipenda Kabupaten Sleman, 2012
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Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian
besar pegawai Dipenda Kabupaten Sleman adalah lulusan
SMA dan S1 yaitu masing-masing sebanyak 18 orang dari
total jumlah pegawai. Untuk pegawai yang mempunyai
tingkat pendidikan S2 berjumlah 10 orang. Namun
demikian, pendidikan tidak sepenuhnya menjamin tingkat
kualitas sumber daya manusia yang bekerja, akan tetapi
masih terdapat unsur-unsur lain yang harus diperhitungkan
seperti misalnya ketrampilan dan pengalaman kerja. Oleh
karena itu sangat dibutuhkan adanya perbaikan kualitas
pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Sleman.

Berdasarkan pengamatan dan hasil  cross
checkwawancara dengan Kabag Umum dan Kepegawaian
serta staff Bidang Pendapatan Daerah , pada umumnya
keahlian pegawai Dipenda dalam mengoperasikan
komputer masih  hanya dalam  sebatas  untuk
menyelesaikan pekerjaannya saja bahkan beberapa
pegawai masih menggunakan mesin ketik manual untuk
menyelesaikan tugas sehari-hari mereka. Sebagai salah
satu instansi  pengelolaan keuangan daerah, Dipenda
diharapkan memiliki sumber daya manusia yang kompeten

dalam pengelolaan PBB-P2. Karena dengan sumber daya
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manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang PBB-
P2, pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan

dapat optimal.

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dipenda Kabupaten Sleman Bapak I, jumlah
pegawai yang ada saat ini dikatakan masih sangat kurang
memadai dibandingkan dengan tugas yang diemban

Dipenda, seperti dikutip dalam wawancara berikut:

“..dilihat dari beban pekerjaan, jumlah pegawai
yang kita miliki masih sangat kurang, tapi kami
tetap selalu berusaha mengoptimalkan jumlah
pegawai untuk mengemban tugas dan fungsi yang
diamanatkan kepada kami,...”(Wawancara, 16
Januari, 2013).

Senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang
Penetapan Pendapatan Daerah jumlah pegawai yang
dimiliki Dipenda saat ini dirasa masih sangat kurang.
Selain pegawai struktural yang dimiliki Dipenda, untuk
mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dan pajak daerah
lainnya, Dipenda dibantu oleh staff di tingkat kecamatan
sampai tingkat desa. Hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Luasnya wilayah Kabupaten Sleman sangat
tidak memungkinkan masyarakat untuk selalu datang ke

ibukota kabupaten hanya untuk membayar PBB, untuk itu
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dengan adanya staf kecamatan dan desa yang membantu

pelaksanaan pemungutan PBB-P2 agar kesadaran

masyarakat dalam membayar PBB dapat meningkat.

b) Politik

Kondisi politik yang terjadi di suatu negara tentu

akan berpengaruh terhadap kondisi politik di daerah.

Berikut ini adalah kecenderungan politik yang

berpengaruh terhadap bidang keuangan daerah :

a.

Diberlakukannya Kebijakan Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah melalui implementasi UU No.
25 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.33 tahun
2004. Pembentukan Undang Undang ini dimaksudkan
untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan
kepada pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Pendanaan tersebut mengandung prinsip moneys
follow function yang berarti setiap penyerahan atau
pelimpahan wewenang pemerintahan membawa
konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan ini
telah memberikan perubahan dalam struktur keuangan
di daerah yang berbeda dengan pola anggaran semasa

orde baru. Pemberlakuan Undang-Undang ini
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diharapkan akan semakin membuka peluang dan
harapan bagi daerah untuk memperoleh sumber-
sumber pembiayaan pembangunan yang lebih andil
dan proporsional.

b. Implementasi UU No 12 Tahun 1985 yang diubah
dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan. Keberadaan UU ini merupakan
pedoman bagi pemerintah dalam  melakukan
pemungutan PBB. Perubahan yang terjadi alam UU ini
diharapkan akan membawa pengaruh positif dalam
upaya peningkatan penerimaan PBB.

c. Implementasi UU No.28/2009 tentang pajak daerah
dan Retribusi daerah, Hal ini adalah titik balik dalam
pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan
ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian,
penetapan,  pengadministrasian, pemungutan /
penagihan dan  pelayanan PBB-P2 akan
diselenggarakan oleh pemerintah daerah
(kabupaten/kota).

¢) Ekonomi
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Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman konstan.
pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh seluruh
sektor yang mengalami pertumbuhan yang positif setiap
tahunnya. Meskipun demikian, keseluruhan kenaikan
tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi  Kabupaten Sleman secara  signifikan.
Penyebabnya adalah sektor yang mempunyai andil besar
dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman yaitu
sektor pariwisata kenaikannya relatif kecil.

Angka PDRB Kabupaten Sleman dari tahun ke
tahun juga cenderung meningkat. Perkembangan PDRB
tersebut  menggambarkan  bahwa  perekonomian
Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Kondisi perekonomian tersebut merupakan
peluang yang dapat mendukung upaya peningkatan
penerimaan PBB. Perkembangan PDRB yang cenderung
positif menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang ikut
meningkat. Dengan demikian, maka kemampuan
masyarakat dalam membayar PBB juga akan meningkat.

d) Sosial
Salah  satu faktor eksternal yang dapat

mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan PBB
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adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak. Tingkat kesadaran masyarakat ini biasanya
berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat semakin
tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah
biasanya berbanding lurus dengan semakin tingginya
tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini dikarenakan
masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi tentunya
memiliki pemahaman tentang arti pentingnya pajak dalam
pembangunan. Dengan demikian, masyarakat sebagai fax
payer akan dengan sukarela membayar pajak yang sudah
menjadi kewajiban mereka. Namun demikian, kondisi ini
tidak sepenuhnya benar. Staff Sub bagian Penagihan dan
Pendapatan Daerah Bapak S mengemukakan kendala
sosial yang dihadapi oleh Dipenda dalam pemungutan

PBB-P2, seperti dikutip dalam wawancara :

“...Seringkali masyarakat yang berpendidikan
tinggi justru menolak untuk membayar pajak.
Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara
pihak Dipenda dan wajib pajak dalam mengatasi
hal ini, kondisi sosial yang menjadi penghambat
lainnya adalah ketika objek pajak yang ada di
daerah Kabupaten Sleman tersebut ditinggal pergi
oleh pemiliknya sehingga menyebabkan Dipenda
kesulitan untuk mencari wajib pajaknya, itu
mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang
lain...” (wawancara, 25 Januari 2013).

Dari kutipan wawancara tersebut dan cross check

yang dilakukan peneliti dengan Kabag Pendaftaran dan
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Penerimaan Pendapatan Daerah Bapak HS, dapat
diperoleh gambaran bahwa diperlukan kesadaran baik dari
pihak Dipenda selaku pengumpul pajak dan masyarakat
sebagai fax payer agar penerimaan PBB mampu
mencerminkan potensi daerah yang sebenarnya. Selain itu
belum adanya sanksi tegas yang diterapkan juga
mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar PBB-P2.

B. PEMBAHASAN

Strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai
kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Namun secara umum
strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Strategi
biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi
menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok
(Bryson, 2001:27). Sedangkan perencanaan strategis merupakan suatu
proses penyusunan strategi, rencana, dan kebijakan yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh suatu
organisasi, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis dan analisis
faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.
Bryson mengemukakan berbagai tahapan untuk menganalisis suatu

perencanaan strategi yang dilakukan organisasi kedalam delapan
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tahapan yang semua itu merupakan hasil kerja kolektif, akan tetapi
mengingat bahwa penelitian ini merupakan hasil kerja individu, maka
kedelapan langkah tersebut tidak akan dilakukan seluruhnya
melainkan hanya beberapa tahap saja, antara lain identifikasi misi dan
mandat organisasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal

organisasi dalam hal ini Dipenda Kabupaten Sleman.

a. Analisis Lingkungan Strategis

Hal yang penting didalam analisis lingkungan strategis adalah
mengidentifikasi mandat dan misi organisasi karena pemahaman
tentang misi dan mandat organisasi merupakan hal yang sangat
penting. Kedua hal ini merupakan panduan bagi suatu organisasi
dalam menjalankan kegiatannya dala rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Tanpa adanya pemahaman akan mandat dan misi
ini, maka akan sulit bagi organisasi untuk mengukur tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran organisasinya.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau
organisasi harus dibawa agar bertahan, antisipatif dan inovatif.
Visi merupakan komitmen bersama tanpa adanya paksaan. Dinas
Pendapatan Daerah telah menetapkan visi yang merupakan
gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu : “Terwujudnya
Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Institusi Yang Profesional

Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah”.
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Pengertian Visi terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah
sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan
daerah, dengan peran pegawai yang memiliki keunggulan yang
kompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan
daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh
dan handal, ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas
sebagai landasan dalam bertindak dan mempunyai sikap positif.
Disamping faktor sumber daya manusia tersebut diatas, juga
diperlukan dukungan teknologi informasi, standar operasional dan
prosedur, regulasi dan sarana prasarana yang memadai.

Visi Dinas Pendapatan Daerah juga merupakan petunjuk dan
arah yang mengikat setiap staf dan pimpinan dalam setiap
organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai
maksud dan tujuan organisasi, bukan hanya pada tahap memulai
tetapi pada seluruh ritme kehidupan organisasi. Oleh karena itu
pencapaian visi akan berhasil didasarkan pada komitmen seluruh
staf dan pimpinan.

Sedangkan misi Dipenda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan, pendaftaran, pendataan,
pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah.
Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam

rangka peningkatan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan
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dan pembinaan pendaftaran, pendataan, pengembangan dan
pengendalian pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas analisis dan penetapan pendapatan
daerah
Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam
peningkatan  pengelolaan  pendapatan  daerah  dean
melaksanakan analisis penelitian dan penetapan pendapatan
daerah.
3. Meningkatkan penagihan pendapatan daerah dan pengelolaan
pendapatan daerah lainnya
Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam
rangka peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dengan
mengoptimalkan ~ penagihan  pendapatan  daerah  dan
pengelolaan pendapatan daerah lainnya.
4. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan
daerah.
Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam
mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang pengelolaan

pendapatan daerah.

Upaya pencapaian misi ini didukung oleh beberapa sistem
nilai. Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yag dijunjung tinggi oleh
organisasi dalam perjalanan mewujudkan visinya. Dengan kata

lain, nilai merupakan prinsip sosial, tujuan ataupun norma yang
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diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai
memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang
akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Dinas
Pendapatan Daerah tersebut maka dikembangkan nilai-nilai yang
akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang

diyakini kebenarannya sebagai berikut :

a. Kehati-hatian
b. Transparansi

c. Disiplin

d. Kebersamaan
e. Kesederhanaan
f. Keamanan

g. Efisiensi

Dari pernyataan misi diatas, secara eksplisit telah
mengungkapkan kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan Dipenda
dalam mencapai tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk output

maupun pelayanan.

Secara formal, mandat organisasi Dipenda Kabupaten Sleman
tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang
Organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten Sleman serta
Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas, Fungi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan
secara informal, mandat yang diemban oleh Dipenda Sleman

berdasarkan harapan para stakeholders yaitu untuk meningkatkan
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kapasitas keuangan daerah antara lain komponen pajak daerah,
retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, yang nantinya akan
turut membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di
Kabupaten Sleman. Tentunya realisasi dari perwujudan visi dan
misi organisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas menuntut suatu
kerja keras dan komitmen dari setiap unsur dari tingkat manajer
hingga unsur pelaksana di lapangan. Dengan demikian, visi

maupun misi organisasi bukan hanya menjadi slogan semata.

Karena visi misi dan mandat organisasi ini yang digunakan
oleh Dipenda untuk merumuskan tujuan dan sasaran sebelum
merumuskan strategi, maka identifikasi mandat dan misi ini sangat
penting dilakukan untuk menganalisis tercapai atau tidaknya
strategi yang dilakukan opeh Dipenda Kabupaten Sleman dalam hal
peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2).

. Analisis Faktor Lingkungan

Analisis faktor lingkungan memberikan informasi tentang
kekuatan dan kelemahan internal organisasi sehubungan dengan
peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Penilaian akan
lingkungan internal dan eksternal ini akan menjadi wahana untuk
mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan menyediakan
informasi berharga bagi terlaksananya perumusan strategi yang

dilakukan.
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1) Faktor Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal berguna untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, aspek-aspek yang
membantu atau merintangi pencapaian misi organisasi dan
pemenuhan mandatnya (Bryson, 2005 : 145). Berkaitan dengan
lingkungan internal ini, Salusu (1996 : 13) menyatakan bahwa
faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan
internal organisasi adalah struktur organisasi, sumber daya
manusia, sumber dana/dukungan anggaran, lokasi, fasilitas
yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas
kepemimpinan. Ada beberapa hal yang akan dianalisis dalam
lingkungan internal ini yaitu sumber daya manusia, sumber

daya keuangan serta sarana dan prasarana.

a) Sumber Daya Manusia

Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang selalu
menempatkan sumber daya manusianya sebagai aset yang
paling berharga. Peningkatan kualitas SDM dan segala
aktivitas yang berhubungan dengan manajemen sumber daya
manusia akan memberikan dampak yang signifikan dalam
peningkatan kinerja suatu oganisasi. Sebagai aktor utama di
bidang pendapatan daerah, Dipenda tentu memerlukan
sumber daya manusia yang mencukupi baik dari segi

kualitas maupun kuantitas.
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Sebagian besar pegawai Dipenda Kabupaten Sleman
adalah lulusan SMA dan S1 yaitu masing-masing sebanyak
18 orang dari total jumlah pegawai. Untuk pegawai yang
mempunyai tingkat pendidikan S2 berjumlah 10 orang.
Namun demikian, pendidikan tidak sepenuhnya menjamin
tingkat kualitas sumber daya manusia yang bekerja, akan
tetapi masih terdapat unsur-unsur lain yang harus
diperhitungkan  seperti  misalnya  ketrampilan  dan
pengalaman kerja. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya
perbaikan kualitas pegawai di Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Sleman.

Dari segi kuantitas, ketersediaan sumber daya
manusia yang berkualitas juga mempunyai peranan yang
sangat penting dalam pelaksanaan tugas suatu organisasi.
Tanpa adanya pegawai yang memenuhi kualifikasi sesuai
dengan tugas yang dimilikinya, maka akan sulit bagi suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan
pengamatan dan hasil wawancara, Pegawai Dipenda pada
umumnya keahlian pegawai dalam mengoperasikan
komputer hanya masih dalam sebatas untuk menyelesaikan
pekerjaannya saja, akan tetapi beberapa pegawai masih
menggunakan mesin ketik manual untuk menyelesaikan

tugas sehari-hari mereka.
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b)

Sebagai salah satu instansi pengelolaan keuangan
daerah, Dipenda memiliki sumber daya manusia yang
kompeten dalam pengelolaan PBB. Karena dengan sumber
daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang
PBB, pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan
dapat optimal.

Berdasarkan analisis faktor sumber daya manusia
yang dimiliki Dipenda Kabupaten Sleman, yang dapat
dijadikan suatu kekuatan adalah komitmen pegawai yang
tinggi dalam peningkatan penerimaan PBB. Sedangkan
kelemahan yang dimiliki Dipenda Kabupaten Sleman
berdasarkan faktor sumber daya manusia adalah minimnya
jumlah pegawai jika dibandingkan dengan banyaknya tugas
yang diemban oleh Dipenda Kabupaten Sleman.

Sumber Daya Keuangan/ anggaran

Sumber daya keuangan adalah posisi keuangan dan
anggaran yang dimiliki organisasi dalam mempersiapkan
biaya dan dana untuk membiayai aktivitasnya. Ketersediaan
sumber daya keuangan/anggaran ini merupakan faktor
penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. Tanpa adanya jumlah anggaran yang memadai,

akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
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Dukungan sumber daya keuangan ini tidak hanya
dalam bentuk alokasi anggaran untuk mendukung
tercapainya pelaksanaan tujuan organisasi tetapi juga dapat
berbentuk aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang dapat
digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.
Dengan kata lain, anggaran dalam hal ini menyangkut
kemampuan organisasi dalam bidang ekonomi berhubungan
dengan aset-aset yang dimiliki dan yang terpenting dalam
bentuk uang atau rupiah, berapa besar rupiah yang
disediakan dan bagaimana pemanfaataannya untuk
membiayai segala kebutuhan dan kegiatan organisasi.

Sumber daya keuangan yang digunakan untuk
membiayai kegiatan Dipenda diperoleh dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini,
Dipenda menyusun rencana anggaran sesuai dengan
kebutuhan untuk kemudian diajukan ke DPRD. Rencana
anggaran tersebut kemudian akan mendapat tanggapan
apakah disetujui atau tidak. Selama ini, untuk membiayai
kegiatan operasionalnya, Dipenda mangandalkan dana dari
pemerintah baik pusat maupun daerah.

Secara umum dukungan sumber daya keuangan

terhadap pelaksanaan tugas Dipenda selama ini dapat
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dikatakan cukup memadai. Namun demikian, Dipenda tetap
harus mengupayakan ketersediaan dana yang lebih besar

bagi keberhasilan upaya peningkatan penerimaan PBB-P2.

Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara
optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana
dan prasarana yang memadai baik dalam jumlah maupun
kualitasnya. Upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ini
tidak akan dapat berjalan lancar apabila sarana dan prasarana
pendukung tidak tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh,
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dipenda Kabupaten
Sleman sudah tersedia namun masih sangat terbatas
khususnya sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan
PBB-P2 secara online, sehingga staff Dipenda masih
menggunakan sarana prasarana yang lama dengan sistem
manual.

Dari hasil analisis terhadap faktor lingkungan internal
tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan
penerimaan PBB di Kabupaten Sleman memiliki peluang
yang cukup besar untuk terwujud. Kekuatan yang dimiliki

Dipenda seperti komitmen Dipenda untuk meningkatkan
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penerimaan PBB dan didukung dengan motivasi pegawai
yang tinggi menjadi faktor penunjang bagi peningkatan

penerimaan PBB-P2 secara optimal.

2) Faktor Lingkungan Eksternal

Tujuan melakukan penilaian terhadap lingkungan eksernal
adalah untuk menggali lingkungan diluar organisasi untuk
mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Peluang
adalah situasi dan faktor eksternal yang membantu organisasi
untuk mencapai atau bahkan melampaui pencapaian
sasarannya, sedangkan tantangan adalah faktor-faktor eksternal
yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya
(Higgins, 1985:32). Ada beberapa hal yang akan diidentifikasi
berkaitan dengan lingkungan eksternal ini, yaitu kecenderungan

politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

a) Politik

Kondisi politik yang terjadi di suatu negara tentu akan
berpengaruh terhadap kondisi politik di daerah. Perubahan
yang terjadi dalam situasi politik nasional akan dapat
memberikan pengaruh yang positif dan juga negatif terhadap
kelangsungan pemerintahan di daerah. Perubahan situasi

politik ini dapat berupa pergantian pemerintahan, perubahan
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kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kondisi yang
terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah. Perubahan politik yang terkait dengan hubungan
antar pemerintah pusat dan daerah ini dapat dilihat dari
diberlakukannya Undang-Undang tentang otonomi daerah.
Pemberlakuan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah
tersebut telah membawa dampak yang signifikan terhadap
pemerintah di daerah, termasuk diantaranya kewenangan
daerah dalam bidang keuangan. Berikut ini adalah
kecenderungan politik yang berpengaruh terhadap bidang
keuangan daerah :

a. Diberlakukannya Kebijakan Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah melalui implementasi UU No. 25
Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.33 tahun 2004.
Pembentukan Undang Undang ini dimaksudkan untuk
mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada
pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang  tentang  Pemerintahan = Daerah.
Pendanaan tersebut mengandung prinsip moneys follow
function yang berarti setiap penyerahan atau pelimpahan
wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan

kewenangan tersebut. Kebijakan ini telah memberikan
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perubahan dalam struktur keuangan di daerah yang
berbeda dengan pola anggaran semasa orde baru.
Pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan akan
semakin membuka peluang dan harapan bagi daerah
untuk  memperoleh  sumber-sumber  pembiayaan
pembangunan yang lebih andil dan proporsional.

. Implementasi UU No 12 Tahun 1985 yang diubah dengan
UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan. Keberadaan UU ini merupakan pedoman bagi
pemerintah dalam melakukan pemungutan PBB.
Perubahan yang terjadi alam UU ini diharapkan akan
membawa pengaruh positif dalam upaya peningkatan
penerimaan PBB.

Implementasi UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan
Retribusi daerah. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi
budgetair yang berarti pajak merupakan suatu alat yang
dipergunakan untuk memasukkan wuang sebanyak-
banyaknya kedalam kas negara/kas daerah dengan
waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran
rutin - dan pembangunan pemerintah  pusat/daerah
(Mardiasmo, 2006 : 1). Sehingga dengan adanya UU
No0.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang mengatur pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah,
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hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan
dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan
proses pendataan, penilaian, penetapan,
pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan
pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah (Kabupaten/Kota). Untuk Kabupaten Sleman
sendiri khusunya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak
daerah ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari
2013, hal ini tentu berdampak positif dan signifikan
terhadap penerimaan sektor PBB-P2 yang sebelumnya
merupakan dana perimbangan, sehingga Kabupaten
Sleman hanya mendapat bagian 64,8 % dari penerimaan,
dengan diberlakukannya UU No0.28/2009 maka per 1
januari 2013 penerimaan sektor PBB-P2 di Kabupaten
Sleman 100% dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan
adanya pengalihan PBB-P2 dari dana perimbangan ke
pajak daerah ini dapat memberikan peluang yang sangat
signifikan ~ kepada  Kabupaten = Sleman  untuk
meningkatkan penerimaan PBB-P2 secara maksimal.

b) Ekonomi
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Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap
upaya peningkatan penerimaan PBB adalah aspek ekonomi
daerah  tersebut. Secara makro ekonomi, kinerja
pembangunan suatu daerah dapat dlihat melalui Ilaju
pertumbuhan ekonominya yang diukur dari tingkat
perkembangan PDRB. Semakin tinggi laju pertumbuhan
ekonomi maka semakin baik kinerja pembangunan suatu
daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat
perkembangan PDRB semakin baik yang tentunya akan
berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman mampu tumbuh
dengan konstan. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung
oleh seluruh sektor yang mengalami pertumbuhan yang
positif setiap tahunnya. Meskipun demikian, keseluruhan
kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sleman secara signifikan. Penyebabnya
adalah sektor yang mempunyai andil besar dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Sleman yaitu sektor
pertanian dan perhotelan pertumbuhannya melambat kaena
pengaruh krisis ekonomi global dan pengaruh pasca letusan

gunung merapi di Bulan Oktober 2010.
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Angka PDRB Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun
juga cenderung meningkat. Perkembangan PDRB tersebut
menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Sleman
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi
perekonomian tersebut merupakan peluang yang dapat
mendukung upaya peningkatan penerimaan PBB.
Perkembangan PDRB yang cenderung positif menunjukkan
kesejahteraan masyarakat yang ikut meningkat. Dengan
demikian, maka kemampuan masyarakat dalam membayar
PBB juga akan meningkat.

Sosial

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
upaya peningkatan penerimaan PBB adalah tingkat
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Tingkat
kesadaran masyarakat ini biasanya berkaitan dengan tingkat
pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan
masyarakat di suatu daerah biasanya berbanding lurus
dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat.
Hal ini dikarenakan masyarakat dengan tingkat pendidikan
tinggi tentunya memiliki pemahaman tentang arti pentingnya
pajak dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat
sebagai fax payer akan dengan sukarela membayar pajak

yang sudah menjadi kewajiban mereka. Namun demikian,
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d)

kondisi ini tidak sepenuhnya benar. Seringkali masyarakat
yang berpendidikan tinggi justru menolak untuk membayar
pajak. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara
pihak Dipenda dan wajib pajak dalam mengatasi hal ini.
Diperlukan kesadaran baik dari pihak Dipenda selaku
pengumpul pajak dan masyarakat sebagai fax payer agar
penerimaan PBB mampu mencerminkan potensi darah yang
sebenarnya. Namun dari hasil wawancara, diketahui tingkat
kesadaran dalam hal membayar PBB masyarakat kabupaten
Sleman relatif tinggi, hal ini terbukti dengan sedikitnya
masalah yang terjadi ketika menjelang jatuh tempo, yang
sering menjadi masalah hanya ketika objek pajak dan wajib
pajaknya berada diluar kota sehingga petugas pemungut
PBB kesulitan untuk menemui dan mengirimkan SPT
kepada wajib pajak.
Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat akan
mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam
aktivitas suatu organisasi. Kemampuan suatu organisasi
dalam mengadaptasi perkembangan teknologi akan semakin
meningkatkan kinerja suautu organisasi tersebut. Demikian
pula halnya dengan Dipenda, sebagai aktor utama dalam

bidang pendapatan daerah, kemampuan Dipenda dalam
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mengadaptasi perkembangan teknologi mutlak diperlukan.
Saat ini, berbagai bentuk tren teknologi yang diantaranya
adalah teknologi informasi mulai dari komputerisasi hingga
internet. Teknologi komputer yang semakin berkembang ini
harus diantisipasi oleh organisasi dalam hal ini Dipenda
kabupaten Sleman. Peranan komputer ini antara lain sebagai
pengolah data kepegawaian, data keuangan dan data logistik.
Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya untuk melayani para
wajib pajak, ketersediaan komputer sangat dibutuhkan untuk
mempermudah pencarian data-data yang dibutuhkan
sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Secara umum, dari indikator faktor lingkungan
eksternal yang telah ditetapkan dan kemudian dianalisis,
peluang bagi terwujudnya peningkatan penerimaan pajak
daerah cukup besar. Implementasi beberapa UU yang terkait
dengan bidang perpajakan semakin membuka kesempatan
bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan
PBB. Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi
yang semakin pesat juga menjadi faktor penunjang
tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis kantor

Dipenda Kabupaten Sleman, dapat terlihat beberapa aspek-
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aspek pada lingkungan internal yang merupakan kekuatan-
kekuatan dan yang merupakan kelemahan-kelemahan dari
organisasi Dipenda saat ini. Demikian pula dengan aspek-
aspek eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang
dan juga memberikan ancaman-ancaman bagi organisasi
Dipenda Kabupaten Sleman di masa depan.

Secara umum proses perencanaan strategi yang
dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Sleman telah
menggunakan langkah-langkah berdasarkan analisis visi
misi mandat organisasi, sehingga dirumuskan strategi dan
kebijakan dengan berbagai program dan kegiatan yang
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2, hal ini
seperti dalam teori yang dikemukakan Flavel (1996 : 2)
menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang sistematis yang menggambarkan tujuan yang
ingin dicapai dan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan dan
rencana-rencana tindakan yang dianggap paling penting
untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan strategis
merupakan serangkaian proses perumusan tindakan
kebijakan mendasar dalam jangka panjang yang dilakukan
untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Akan
tetapi proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh

Dipenda Kabupaten Sleman ini belum memperhatikan
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analisis faktor lingkungan internal dan eksternal Dipenda
sehingga belum dapat menilai kekuatan dan kelemahan
maupun peluang dan ancaman yang mempengaruhi proses
tercapainya strategi yang telah ditetapkan untuk
meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Dengan adanya kajian mengenai lingkungan internal
dan eksternal yang dilakukan dalam penelitian ini, telah
diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh dan
menghambat dalam proses ketercapaian strategi yang
dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Sleman sehingga
diharapkan Dipenda Kabupaten Sleman dapat meminimalisir
faktor kelemahan yang dimiliki oleh Dipenda dan
mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi dalam
usaha peningkatan penerimaan PBB-P2 serta
memaksimalkan kekuatan yang ada dan
mengoptimalisasikan peluang yang ada dalam usaha
peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman.

Dari hasil analisis data tersebut dapat dianalisis bahwa
penyebab masih belum tercapainya penerimaan PBB sesuai
dengan target / data pokok massal yang ditetapkan oleh
Dipenda Kabupaten Sleman adalah karena masih minimnya
jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dipenda Kabupaten

Sleman, dan minimnya jumlah sarana dan prasarana yang
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dimiliki dan belum optimalnya penggunaan teknologi dalam
pengelolaan PBB-P2 sehingga menyebabkan terjadinya
kendala dalam hal pengelolaan PBB-P2 dan hal-hal yang
dapat mendukung tercapainya strategi pengelolaan PBB-P2
antara lain adanya komitmen yang kuat dari pegawai
Dipenda untuk meningkatkan penerimaan PBB, kondisi
politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh signifikan
sehingga proses pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan
baik sehingga dapat mendukung tercapainya strategi untuk

meningkatkan panerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman.
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